
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Singkat BMT Bina Ihsanul Fikri 

BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan sebuah lembaga keuangan dengan 

sistem bagi hasil yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. BMT Bina 

Ihsanul Fikri didirikan pada tahun 1996 bertempat di Gedongkuning 

Yogyakarta. BMT Bina Ihsanul Fikri didirikan karena banyaknya usaha 

kecil yang kebutuhan modalnya dicukup oleh rentenir atau lintah darat 

yang notabene menggunakan suku bunga yang sangat besar. Di samping 

itu, kecenderungan dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan 

ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Keprihatinan ini 

mendorong niat beberapa orang untuk segera merealisasikan berdirinya 

BMT Bina Ihsanul Fikri.   

Pembentukan BMT Bina Ihsanul Fikri di awali dengan dibentuknya 

panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (Ketua ICMI 

Gedongkuning) dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini 

berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT Bina Ihsanul 

Fikri dapat berdiri dan salah satu tugas awalnya adalah survey tempat dan 

lokasi Pasar Gedongkuning sebagai bahan untuk diteliti, kemudian untuk 

dijadikan alternatif tempat atau lokasi BMT Bina Ihsanul Fikri. 

Pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT 

Bina Ihsanul Fikri, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT Bina Ihsanul 



Fikri belum dapat beroperasi seperti yang sudah direncanakan, karena 

adanya alasan tertentu. Akhirnya BMT Bina Ihsanul Fikri 

mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 

1996. Pada tanggal 15 Mei 1997, lembaga keuangan syariah ini 

memperoleh badan hukum Nomor 159/BH/KWK.12/V/1997. Kemudian 

BMT Bina Ihsanul Fikri membuka 10 kantor cabang yang tersebar di kota-

kota yang ada di Indonesia. 

Pada prinsipnya usaha BMT Bina Ihsanul Fikri dibagi menjadi dua 

yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Baitul Tamwil (bisnis). Usaha sosial 

ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. Skala 

prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi 

produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam 

pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi 

penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau 

kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan sistem bagi hasil. 

BMT Bina Ihsanul Fikri telah mempunyai beberapa unit sosial serta 

kantor-kantor cabang yang diharapkan mampu melayani masyarakat yang 

ada di Yogyakarta dengan baik. 

 

B. Visi dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri 

BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai Visi yaitu Lembaga Keuangan 

Syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat. 



BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai Misi yaitu sebagai berikut: 

1. Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama. 

2. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan 

mikro syariah. 

3. Mewujudkan kehidupan umat yang islami. 

 

C. Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri 

Struktur organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebagai 

berikut: 

Pengurus 

Ketua      : M. Ridwan, SE, M.Ag 

Sekretaris     : Supriyadi, SH, MM 

Bendahara     : Saiful Rijal, SH,MM 

Pengawas 

Pengawas Manajemen    : Ir. Sushardi, SKH, MP 

       : Hadi Muhtar, SE, MM 

       : Ir. Fuad Abdullah 

Pengawas Syariah    : DR. Hamim Ilyas, MA 

       : Nurrudin, MA  

Pengelola 

Direktur     : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag 

Manager Cabang Kota 1   : Saiful Rijal,SH, MM 

Manager Cabang Nitikan   : Yudana Octy S, SE 



Manager Cabang Bugisan   : Sutardi, SH, MM 

Manager Cabang Pleret   : Heni Purnoko, Amd 

Manager Cabang Parangtritis   : Sudarmanto, S.Ag 

Manager Cabang Berbah   : Nur Astuti Rahmawati, SE 

Manager Cabang Tajem   : Yeni Mastuti Istiqomah, SE 

Manager Cabang Gamping   : Hendra Cahyono, S.SI 

Manager Cabang Sleman   : Anton Supriyanto, S.Sos 

Manager Cabang Kulonprogo : Rina Putra Limawantoro, SE 

Manager Cabang Gungkidul   : Abdul Aziz, S.SI 

Tugas-tugas dan tanggungjawab struktur organisasi BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta : 

1. Dewan Pengurus 

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan 

pengelolaan BMT. 

2. Pengawas 

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat 

rekomendasi produk baru BMT, serta membuat penyataan secara 

berkala bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan 

syariah. 

3. General Manager 

a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan 

pengurus dan sudah disetujui BMT. 



b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, 

proyeksi financing dan financing yang kemudian 

disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapatkan 

persetujuan RAT. 

c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.  

d. Mempertimbangkan dan melakukan penamabahan, 

pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan 

persetujuan BMT. 

e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian 

untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan 

secara keseluruhan. 

4. Manager 

a. Menyusun rencana strategi yang mencakup pandangan pihak 

eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan 

posisi perusahaan dalam persaingan. 

b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk 

disahkan dalam RAT maupun non RAT. 

c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan 

baitul tamwil, baitulmaal, quantum quality, SBU lainnya 

kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT. 

 

 

 



D. Produk-Produk BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta 

Beragam pokok produk tersedia di BMT Bina Ihsanul Fikri, seperti 

produk penghimpunan dana, produk pembiayaan. Produk-produk yang 

dikembangkan ini selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan 

anggota BMT yang produk tersebut berdasarkan prinsip syariah.  

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, 

BMT Bina Ihsanul Fikri mengembangkan produk penghimpunan dana 

sebagai berikut: 

1. Tabungan Haji 

Tabungan haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk 

persiapan ibadah haji. Penyetorannya dapat dilakukan dengan cara 

harian atau mingguan dan waktu pengambilannya pada 

pelaksanaan ibadah haji. Adapun ketentuan tabungan haji adalah 

setoran awal minimal Rp 1.000.000, selanjutnya setoran 

perbulannya Rp 500.000 dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu 

dengan jangka waktu pengambilannya pada saat pelaksanaan  

ibadah haji tiba. 

2. Tabungan Walimah (Tawal) 

Tabungan walimah ini digunakan untuk keperluan pernikahan 

atau walimahan, khitanan dan semacamnya. Penyetorannya 

dilakukan secara harian atau mingguan dan waktu pengambilan 

tabungan pada saat menjelang walimah atau sejenisnya.  

 



3. Deposito Mudharabah 

Deposito Mudharabah yaitu simpanan yang jangka waktu 

pengambilannya sudah dipastikan. Atas dasar produk ini 

penyimpan akan mendapatkan bagi hasil, yang umumnya lebih 

tinggi dibanding dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk 

pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan, dengan nilai nominal 

sebesar Rp 500.000, 

4. Sertifikat Bagi Hasil atau Obligasi Syariah 

Sertifikat Bagi Hasil atau Obligasi Syariah yaitu sejenis surat 

berharga atau obligasi syariah. Dengan jangka waktu minimal satu 

tahun. Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang 

umumnya lebih besar dari  deposito. Penyimpan dapat memilih 

sendiri calon peminjam namun kelayakan usahanya tetap menjadi 

kewenangan BMT. Jangka waktu minimal satu tahun dengan nilai 

minimal sebesar Rp 1.000.000, 

5. Penyertaan Musyarakah 

Penyertaan Musyarakah  yaitu sejenis sertifikat pendiri yang 

besarnya akan ditetapkan setiap tahunnya. Pemegang rekening, 

merupakan pemilik yang terbatas atas BMT Bina Ihsanul Fikri 

karena mereka tidak dapat dipilih menjadi pengurus, tetapi dapat 

memilih dalam setiap penyertaan musyarakah akhir tahun. Jangka 

waktu minimal satu tahun dan hanya dapat diambil setelah 

disetujui dalam forum musyawarah tahunan. 



6. Sertifikat Pendiri 

Sertifikat Pendiri yaitu simpanan pokok anggota, sebagai 

pemilik modal pada saat awal BMT didirikan. Pemegang rekening 

merupakan pemilik BMT Bina Ihsanul Fikri secara mutlak, karena 

dapat dipilih dan memilih dalam forum musyarawah akhir tahun. 

Sertikat pendiri tidak dapat dipindah tangankan, sehingga BMT 

Bina Ihsanul Fikri secara otomatis akan menjadi pembeli langsung 

jika yang bersangkutan mengundurkan diri. Besarnya satu sertifikat 

seharga Rp 250.000 dan dapat memiliki lebih dari satu lembar, 

tetapi suara dalam rapat tetap sama. Anggota baru, akan terus 

dikembangkan dengan cara mengangsur sesuai dengan 

kesanggupan.  

7. Wakaf Tunai 

Wakaf Tunai yaitu wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan 

kepada Panti Asuhan dan diinvestasikan di BMT Bina Ihsanul 

Fikri. Setiap bulan hasil investasinya akan disalurkan untuk 

membiayai atau beasiswa sekolah anak-anak Panti Asuhan. 

Besarnya wakaf tunai untuk masing-masing tingkatan sekolah 

adalah sebagai berikut: 

a. SD Rp 1.000.000, 

b. SLTP Rp 2.500.000, 

c. SLTA Rp 7.500.000, 



Dana wakaf ini sebagaimana kedudukan wakaf sendiri tidak akan 

habis dan akan terus bergulir, sehingga jika penerima beasiswa wakaf 

yang pertama telah selesai sekolahnya, maka akan dialihkan kepada anak 

yang lain. 

BMT Bina Ihsanul Fikri juga mengembangkan produk penyaluran 

dana. BMT  bukanlah sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat 

sosial. BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki 

perekonomian umat. Maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus 

disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana 

kepada anggota disebut juga dengan pembiayaan. Orientasi pembiayaan 

yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan 

pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua 

ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan jasa. 

Dalam bidang pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri mengembangkan 

produknya sebagai berikut: 

1. Jual Beli (Murabahah)  

Jual Beli (Murabahah) yaitu penyediaan barang modal atau 

barang konsumtif oleh BMT Bina Ihsanul Fikri kepada peminjam. 

Atas dasar akad ini BMT Bina Ihsanul Fikri akan mendapatkan 

keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. Jual 

beli ini diawali dengan akad sewa beli (Ijarah Munthahia bit 

tamlik). Adapun persyaratan atas produk ini sebagai berikut: 

a. Fotocopy KTP suami istri 



b. Fotocopy Kartu Keluarga 

c. Surat Jaminan 

d. Surat izin usaha 

e. Minimal pembiayaan Rp 300.000, 

f. Marginnya 2%-2,5% 

2. Bagi Hasil (Mudharabah Musyarakah) 

Mudharabah adalah perjanjian antara pihak BMT dan nasabah, 

dimana BMT menyediakan dana untuk modal kerja sedangkan 

peminjam nerupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan 

usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan 

pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri 

rumah tangga dan perdagangan. 

Musyarakah adalah pembiayaan modal investasi dengan 

sistem. BMT dan nasabah patungan dalam   penyertaan modal dan 

dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sebelumnya 

yang telah disepakati. Demikian halnya dengan kerugian akan 

ditanggung bersama-bersama sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya. Adapun persyaratan atas produk ini sebagai 

berikut: 

a. Fotocopy KTP Suami Istri 

b. Fotocopy Kartu Keluarga 

c. Surat jaminan 

d. Surat izin usaha 



e. Slip gaji bagi karyawan 

3. Jasa (Hiwalah) 

Jasa (Hiwalah) yaitu produk jasa talangan dana yang 

dibutuhkan sengat cepat seperti piutang nasabah di tempat lain 

yang belum jatuh tempo. BMT Bina Ihsanul Fikri juga akan 

mengembangkan produk gadai syariah juga. BMT Bina Ihsanul 

Fikri akan berperan sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap 

pihak lain. Atas akad ini, BMT Bina Ihsanul Fikri akan 

mendapatkan fee manajemen yang besarnya tergantung dari 

kesepakatan. Adapun persyaratan atas produk Hiwalah sebagai 

berikut: 

a. Fotocopy KTP Suami Istri 

b. Fotocopy Kartu Keluarga 

c. Surat jaminan 

d. Surat izin usaha 

e. Slip gaji bagi karyawan 

f.  Jangka waktu minimal 2-3 bulan (tempo), maksimal 

talangan dana sebesar Rp 20.000.000, 

 

E. Analisis Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Akad 

Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri 

Salah satu masalah yang sering dihadapi di BMT Bina Ihsanul Fikri 

adalah pembiayaan bermasalah murabahah, dimana nasabah tidak 



sanggup membayar kewajibannya kepada pihak BMT yang telah 

disepakati dalam perjanjian pembiayaan. BMT Bina Ihsanul Fikri 

mengartikan pembiayaan bermasalah dimana nasabah mengalami 

keterlambatan dalam mengangsur pembiayaan yang jangka waktunya 

lebih dari 3 bulan. 

Pembiayaan bermasalah dapat juga dilihat dari nilai Non Perfoming 

Financing pada suatu perusahaan. Nilai Non Perfoming Financing pada 

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 5,33% , 

pada tahun 2015 sebesar 3,19%, dan tahun 2016 sebesar 3,81%. Hal 

tersebut tentunya sangat membanggakan dan merupakan prestasi tersendiri 

di BMT Bina Ihsanul Fikri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul 

Fikri disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: 

1. Faktor internal yaitu faktor yang terjadi di dalam BMT. Faktor 

internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah sebagai berikut: 

a. Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan 

yang belum cermat, sehingga kurangnya pengetahuan 

tentang pemberian pembiayaan dan kurangnya 

menganalisis calon nasabah dengan baik. Oleh karena itu 

karyawan BMT membutuhkan penanganan khusus dalam 

pendampingan pemberian pinjaman kepada calon 

nasabah, agar NPF atau kredit macet dapat terawasi. 



b. Kurangnya adanya pengawasan atau survey lebih lanjut 

dari pihak BMT mengenai jalannya usaha setelah 

dicairkannya pembiayaan murabahah. 

c. Faktor kekeluargaan, sehingga ketika pembiayaan 

tersebut tidak lancar, pengelola pembiayaan merasa malu 

untuk menagihnya. 

d. Kelemahan dalam bidang jaminan atau agunan, seperti 

jaminan tidak dipantau atau di awasi secara baik. 

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar BMT. 

Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri, antara lain sebagai berikut: 

a. Kecerobohan anggota dalam penyimpangan penggunaan 

pembiayaan dan pengelola usaha yang tidak tepat.  

b. Hilangnya anggota tanpa ada kabar atau anggota BMT 

pindah keluar kota, sehingga petugas BMT kesulitan 

dalam menagihnya. 

c. Kurangnya kejujuran atau sikap tidak amanah dari 

nasabah dalam waktu pengisian berkas pengajuan 

pembiayaan murabahah. Seringkali nasabah 

mencantumkan besarnya gaji yang tidak sesuai dengan 

keadaan yang ada, sehingga hal ini menimbulkan 

pembiayaan macet. 



d. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan 

sengaja tidak mau membayar kewajibannya di BMT 

sehingga kredit yang diberikan macet. 

e. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah 

memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak 

mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena 

musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran. 

f. Adanya desakan kebutuhan yang menyebabkan nasabah 

menggunakan dana tersebut sehingga sering terjadi 

tunggakan pembayaran atau keterlambatan pembayaran. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah 

sebenarnya dapat diminimalisir dengan profesionalitas para pengurusnya. 

Baik dengan pendataan melalui survey yang valid sebelum merealisasikan 

pembiayaan kepada anggota serta memberika penekanan intensif untuk 

mengikat tanggung jawab dari para anggota untuk melunasi angsuran 

pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan bermasalah atau NPF dapat 

teratasi. 

 

F. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad 

Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri 

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam lembaga keuangan seperti 



BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sering terjadi adanya pembiayaan 

bermasalah, yaitu pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum 

mencapai atau memenuhi target yang diinginkan, dimana anggota BMT 

mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya. 

Apabila terjadi hal demikian, pihak BMT akan melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan. Apakah 

nasabah tersebut sebenarnya mampu membayar tetapi dengan sengaja 

tidak mau membayar dan tidak ada itikad baik untuk melunasi 

kewajibannya atau nasabah tersebut benar-benar tidak mempunyai 

kemampuan lagi untuk membayar kewajibannya. Jaminan dalam 

pengajuan pembiayaan murabahah harus ada, karena jaminan merupakan 

suatu bentuk keterikatan antara pihak lembaga penyedia dana dengan 

pihak pemohon dana (Djamil, 2012). BMT Bina Ihsanul Fikri juga 

menerapkan dimana seseorang yang mengajukan pembiayaan murabahah 

harus melampirkan jaminan yang akan dijaminkan kepada BMT. 

Adapun jaminan atau agunan yang bisa dijadikan syarat dalam 

pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah sebagai 

berikut: 

1. BPKB kendaraan bermotor atau BPKB mobil. 

2. Tanah disertai dengan sertifikat SPPT dan jika rumah harus disertai 

bukti pembayaran PBB. Lokasi tanah masih berada di daerah 

Yogyakarta dan tidak sedang dalam sengketa. 

3. Ijazah. 



Pada tahun 2010, jaminan di BMT Bina Ihsanul Fikri tidak hanya 

BPKB, Surat-Surat Berharga dan Ijazah. Karena nasabah BMT Bina 

Ihsanul Fikri kebanyakan dikalangan menengah kebawah atau usaha 

mikro. Untuk memudahkan pembiayaan murabahah, maka pihak BMT 

Bina Ihsanul Fikri menggunakan jaminan objek yang akan dibeli oleh 

nasabah kepada pihak BMT. Untuk mencairkan pembiayaan tersebut, 

tergolong cepat. Jika anggota baru, maksimal pencairan 3 hari sedangkan 

anggota lama pencairan maksimal 1hari. Pembiayaan murabahah yang ada 

di BMT Bina Ihsanul Fikri menggunakan jaminan jika peminjaman diatas 

Rp. 5.000.000 

Menurut Bapak Taufik selaku Manager Marketing menjelaskan bahwa 

dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan, pihak BMT Bina Ihsanul 

Fikri mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan 

permasalahannya. Dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling, 

persyaratan kembali (reconditioning), dan penyelesaian melalui eksekusi 

jaminan. Tiga cara itu saja yang menurut BMT dinilai sudah efektif. Untuk 

eksekusi jaminan itu adalah langkah akhir jika sudah tidak ada solusi atau 

jalan keluar. Nasabah yang sudah tidak mampu untuk membayar, pihak 

BMT akan menjual jaminan tersebut untuk membayar pembiayaan yang 

belum lunas. Untuk penjualan jaminan yang akan dilakukan BMT Bina 

Ihsanul Fikri biasanya sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan 

BMT, bisa dengan anggota nasabah itu sendiri yang menjual atau bisa 

diserahkan kepada pihak BMT  atau secara bersama-sama mencari calon 



pembeli. Jika nanti harga jual jaminan tersebut lebih tinggi dari pada 

kekurangan pembiayaan maka pihak BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai 

kewajiban untuk mengembalikan sisanya ke nasabah.  

Analisis pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri menurut Bapak 

Taufik ada 5 point : 

1. Character (Karakter) yaitu karakter nasabah dapat dilihat dari 

pertama melakukan wawancara dengan pihak BMT. Pada saat 

wawancara dengan pihak BMT dapat melihat kesungguhan 

nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut dan waktu 

pembayaran kewajibannya nasabah menunda-nunda 

pembayarannya sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.  

2. Capacity (Kemampuan) yaitu dalam hal ini pihak BMT harus 

mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan 

pembiayaan yang akan dipinjam. Pada Standar Operasional (SOP) 

yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri dalam pembiayaan harus 

memiliki data nasabah kredit macet untuk dijadikan pertimbangan 

dalam pemberian pembiayaan. Selain itu, untuk membuat 

pertimbangan BMT melakukan wawancara langsung dengan 

nasabah tentang pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan 

sampingan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu meliputi 

kebutuhan sehari-hari. Dirumuskan dengan : 

 
Pendapatan Bersih = Pendapatan - Pengeluaran 



Pendapatan bersih jika lebih kecil dari angsuran maka pengajuan 

pembiayaan ditolak, tetapi jika pendapatan bersih lebih besar dari 

angsuran maka pengajuan pembiyaan dapat direalisasi atau 

dicairkan. 

3. Capital (modal) yaitu kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, 

khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai 

dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, 

sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan 

layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu 

seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. 

4. Collateral (Jaminan) yaitu menganalisis nasabah dilakukan dengan 

cara melihat jaminan apa saja yang ada pada nasabah tersebut. 

Jaminan yang diberikan kepada pihak BMT harus yang jelas. Hal 

itu dimaksudkan agar meminimalisir pembiayaan macet. 

5. Condition (Kondisi) yaitu melihat kondisi atau prospek bidang 

usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki proyek yang 

baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah relative kecil. 

Pembiayaan murabahah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah 

pembiayaan Multi barang yang diperuntukkan bagi anggota yang 

menginginkan memiliki barang atau peralatan demi menunjang kegiatan 

usahanya.  

 



G. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad 

Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri 

Adapun penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Ihsanul 

Fikri yaitu sebagai berikut : 

1. BMT Bina Ihsanul Fikri membentuk Tim Sukses dalam menangani 

masalah Non Perfoming Financing (NPF). Pihak BMT Bina 

Ihsanul Fikri menghubungi anggota BMT yang menggunakan 

pembiayaan murabahah, hal ini dilakukan ketika pembiayaan 

sudah jatuh tempo pihak BMT segera mengingatkan para 

anggotanya bahwa kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan 

harus segera dibayarkan. 

2. Jika dalam pendampingan dari pihak BMT belum dirasa lancar,  

maka tim PPN (Penanganan Pembiayaan NPF) melakukan 

kunjungan ke alamat tempat tinggal anggota. Hal ini dilakukan 

ketika anggota tidak merespon dan menanggapi peringatan pihak 

BMT melalui telepon. Pihak BMT akan menawarkan penjadwalan 

kembali atau penundaan angsuran. Penundaan angsuran dapat 

dilakukan 1 minngu setelah jatuh tempo pembayaran angsuran. 

3. Apabila tim PPN belum dapat menyelesaikan, maka tim PPN 

mengedarkan surat peringatan 1-3 kali, jika diberi surat peringatan 

1kali di hiraukan maka anggota pembiayaan kredit macet akan 

diberi surat peringatan ke 2 kali, dan apabila masih di hiraukan 



juga anggota pembiayaan kredit macet akan diberi surat peringatan 

ke 3 kali bahwa angsuran harus segera di bayarkan. 

4. Apabila anggota sudah diberi peringatan 3 kali masih belum bisa, 

maka Tim PPN akan melakukan perundingan dengan anggota. 

Perundingan ini membahas apakah anggota akan mencari cara lain 

untuk melunasi pembiayaan tersebut, ataukah sesuai dengan 

kesepakatan diawal bahwa jika terjadi ketidaklancaran pembayaran 

angsuran, maka Tim PPN mengajukan lowyer untuk di adakan 

sidang yang pada akhirnya sampai pada penyitaaan atau jaminan 

lelang. Maka barang jaminan atau agunan akan dilelang dan 

hasilnya akan digunakan sebagai pembayaran angsuran 

pembiayaan yang tertunda. Melelang barang jaminan atau agunan 

dalam tahap ini pihak BMT menawarkan jasa, apakah barang 

jaminan atau agunan akan dilelang oleh pihak BMT atau anggota 

yang akan melelang sendiri barang jaminan atau agunan tersebut. 

Pihak BMT tidak meminta imbalan fee jasa dari hasil lelang 

tersebut. Apabila jumlah hasil lelang lebih besar dari pinjaman 

pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan, maka sisa hasil itu 

akan dikembalikan kepada anggota. Namun apabila jumlah hasil 

belum memenuhi biaya pokok dan biaya bagi hasil, maka anggota 

tetap harus membayarkan kekurangan tersebut. Jika anggota dirasa 

benar-benar tidak mampu lagi dan sudah menunjukkan itikad 



baiknya untuk melunasi tetapi karena ada faktor lain maka pihak 

BMT akan membebaskan anggota dari pembiayaan tersebut. 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode, sebagai berikut : 

1. Penjadwalan Kembali (rescheduling) : 

Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk 

memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran 

pokok. Penjadwalan kembali hanya mengubah jangka waktu 

pembayaran saja. Misalnya, angsuran pokok pinjaman yang semula 

dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 24 bulan diubah 

jadwalnya oleh pihak BMT sehingga pelunasan akan memakan 

waktu 36 bulan. BMT Bina Ihsanul Fikri setiap bulannya 

melakukan akad ulang kurang lebihnya 5-10 anggota NPF atau 

kredit macet tergantung jangka waktu anggota pembiayaan yang 

sudah jatuh tempo dan harus segera melakukan akad ulang. Proses 

rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha 

nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa 

berbentuk :  

a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah  

setiap angsuran menjadi turun.  

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula 

jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 

2 bulan. 



2. Persyaratan Kembali (reconditioning): 

Upaya BMT menyelamatan kredit macet dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang 

tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau 

jangka waktu kredit, margin dan penambahan jaminan. Namun 

perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa 

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

equity perusahaan. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi : 

a. Penurunan Margin, dalam artian bahwa nasabah masih 

harus membayar angsuran pokok dan juga Margin akan 

tetapi Margin yang dibebankan kepada nasabah sedikit 

diturunkan. 

b. Penambahan jadwal angsuran, dalam artian jadwal 

angsuran yang semula diangsur 15 bulan menjadi 20 

bulan akan tetapi nasabah tidak diperbolehkan menambah 

jumlah kredit. 

c. Penambahan Jaminan, dalam artian nasabah harus 

menambah jaminan ke pihak BMT. Jaminan yang 

pertama berupa Surat BPKB Motor ditambah Surat 

Tanah. 

3. Eksekusi Jaminan 

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah 

tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya atau 



sudah tidak ada solusi lagi. Meskipun dengan terpaksa pihak BMT 

melakukan penyitaan untuk anggota yang nakal dan tidak ada 

itikad untuk mengembalikan pembiayaan.  

Nasabah yang belum melunasi pembiayaan selama 3 bulan, 5 bulan 

bahkan 12 bulan cara penanganannya sama yaitu dengan pendampingan 

oleh petugas BMT secara langsung dan memberi solusi atau jalan keluar. 

Jika nasabah memang sudah tidak dapat membayar kewajibannya, maka 

pihak BMT akan mengeksekusi jaminan nasabah. Sebelum mengeksekusi 

jaminan, petugas BMT akan mencari solusi terlebih dahulu agar 

pembiayaannya dapat teratasi. Meskipun angsurannya lebih sedikit dari 

awal pembayarannya. 
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Berdasarkan penjelasan Gambar 4.1 tentang Prosedur Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta : 

1. Bagian administrasi pembiayaan akan menyediakan data awal 

terhadap pembiayaan yang diindikasikan bermasalah. Dari catatan 

monitoring angsuran, kondisi masing-masing peminjam dapat 

dideteksi. Data tersebut diinformasikan ke bagian Account Officer 

untuk ditindak lanjuti. 

2. Atas dasar data atau memo pembiayaan tersebut, Account Officer 

melakukan analisa dan penggolongan pembiayaan untuk 

memperoleh kepastian kondisi pembiayaan tersebut. Analisa ini 

harus ditindak lanjuti dengan survey di lapangan untuk mengetahui 

penyebab keterlambatan membayar. 

3. Hasil analisa Account Officer tersebut dimintakan persetujuan 

Manajer atau pejabat yang berwenang untuk menentukan langkah-

langkah penanganan. Hasil musyawarah ini akan menghasilkan dua 

keputusan, yaitu : 

a. Pendampingan : Keputusan ini diambil jika peminjam 

terlambat membayar bukan karena kesengajaan atau 

karakter yang negatif, akan tetapi lebih disebabkan kondisi 

ekonomi yang tidak memungkinkan atau peminjam 

mengalami musibah (banjir, tanah longsor atau kebakaran). 

Sehingga usahanya mengalami kebangkrutan atau 

terbengkelai. Keputusan pendampingan ini dilanjutkan 



dengan Penjadwalan Kembali (rescheduling) atau 

Persyaratan Kembali (reconditioning). 

b. Penagihan : Keputusan ini diambil jika peminjam sudah 

tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, 

padahal sesungguhnya nasabah mampu untuk melunasinya 

(unsur kesengajaan). 

4. Keputusan manajer atau pejabat berwenang ini ditindaklanjuti oleh 

bagian administrasi pembiayaan untuk dibuatkan surat teguran atau 

surat peringatan. 

5. Jika surat teguran tidak mendapatkan hasil, dilanjutkan dengan 

surat peringatan atau penagihan I dan penagihan II. Akan tetapi, 

jika surat penagihan ini tidak diindahkan dan tidak membuahkan 

hasil maka manajer dapat memerintahkan untuk mengeksekusi 

barang jaminan. 

6. Eksekusi barang jaminan harus memenuhi beberapa prosedur : 

a. Penilaian ulang harga transaksi dan pasar barang jaminan. 

b. Pembiayaan masuk kategori Pembiayaan Diragukan 

(Kolektibilitas 3) atau Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 4). 

c. Ditawarkan tertutup untuk lingkungan keluarganya. 

d. Ditawarkan terbuka untuk umum, untuk menghindari 

permainan harga, karyawan BMT dilarang membeli 

sebelum ada penawaran dari pihak luar atau pihak luar 

tidak ada yang membeli. 



e. Penjualan tidak boleh dibawah harga pasar. 

f. Hasil penjualan secara langsung untuk melunasi hutangnya. 

Jika terdapat sisa dari penjualan barang jaminan, maka sisa 

tersebut menjadi hak peminjam. Namun jika harga jaminan 

masih kurang untuk melunasi hutangnya, makan akan 

dimintakan jaminan tambahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta yaitu Bapak Taufik selaku Kepala Divisi Marketing 

menjelaskan mengenai langkah-langkah nasabah yang sedang mengajukan 

pembiayaan Akad Murabahah sampai dengan Mengeksekusi Jaminan 

sebagai berikut : 

 

Kasus 1 : Pembiayaan Lancar 

Pembiayaan Lancar yaitu Pembiayaan dimana nasabah mematuhi apa 

yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila jatuh 

tempo.  

Nasabah                                             = Ibu Lina 

Akad Pembiayaan                              = Murabahah 

Tujuan Pembiayaan                           = Membeli Mesin Konveksi 

Harga Pokok Pembelian                    = Rp. 45.000.000 

Jangka Waktu Pembayaran              = 3 tahun (36 bulan) 

Kesepakatan Margin                        = 15% pertahun 

                                                           = Rp. 45.000.000 x 15% 



                                                           = Rp. 6.750.000 / tahun 

Kesepakatan Margin 3 Tahun          = Rp. 6.750.000 x 3 

                                                            = Rp. 20.250.000 

Margin Perbulan                                = Rp. 20.250.000 : 36 

                                                           = Rp. 562.500 / bulan 

Harga Jual                                          = Rp. 45.000.000+Rp. 20.250.000 

                                                           = Rp. 65.250.000 

Angsuran Pokok Perbulan                = Rp. 45.000.000 : 36     

                                                           = Rp. 1.250.000 

Angsuran Pokok+margin perbulan = Rp. 1.250.000 + Rp. 562.500 

                                                            = Rp. 1.812.500 / bulan 

Jadi Ibu Lina harus membayar angsuran pembiayaan beserta margin 

yang telah disepakati sebesar Rp. 1.812.500/bulan selama jangka waktu 3 

tahun. Bu Lina mematuhi dan membayar lunas semua tanggungjawab 

pinjamannya ke pihak BMT. 

 

Kasus 2 : Penjadwalan Kembali (Reschedulling) 

Penjadwalan Kembali merupakan upaya pertama dari pihak BMT 

untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah oleh nasabah. Dengan 

cara : 

1. Pihak BMT mengirim Surat Teguran I kepada nasabah 

2. Setelah itu, nasabah mendatangi BMT memberitahukan jika 

usaha sedang mengalami kesulitan 



3. Pihak BMT mensurvey usaha nasabah dan menganalisa 

penyebab pembiayaan masalah 

4. Kemudian nasabah tersebut digolongkan menjadi golongan 

Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas 2) 

5. Setelah itu, pihak BMT akan mengakad ulang dan 

memperpanjang jangka waktu pembiayaan 

Dari Kasus 1, ternyata Ibu Lina lancar melakukan pembiayaan selama 

12 bulan. Bulan berikutnya, Ibu Lina mengalami keterlambatan dalam 

melakukan pembayaran. Sehingga pihak BMT melakukan Penjadwalan 

Kembali. 

Nasabah                                      = Ibu Lina 

Akad Pembiayaan                      = Murabahah 

Tujuan Pembiayaan                   = Membeli Mesin Konveksi 

Harga Pokok Pembelian            = Rp. 45.000.000 

Angsuran Pokok                         = Rp. 1.250.000 x 12 

(yang telah dibayarkan)            = Rp. 15.000.000 

Sisa Angsuran Pokok                 = Rp. 45.000.000 – Rp. 15.000.000 

                                                   = Rp. 30.000.000 

Kesepakatan Margin tetap 15% 

Jangka Waktu Kesepakatan Awal 3 tahun (36 bulan) 

Jangka Waktu Kesepakatan setelah Penjadwalan Kembali 4 Tahun 

(48 bulan)    

Kesepakatan Margin Pertahun = 15% 



                                                    = Rp. 30.000.000 x 15% 

                                                    = Rp. 4.500.000/ tahun 

Kesepakatan Margin 4 Tahun  = Rp. 4.500.000 x 4 

                                                    = Rp. 18.000.000 

Margin Perbulan                         = Rp. 18.000.000 : 48 

                                                    = Rp. 375.000 

Harga Jual                                   = Rp. 30.000.000+Rp. 18.000.000 

                                                    = Rp. 48.000.000 

Angsuran Pokok Perbulan        = Rp. 30.000.000 : 48 

                                                    = Rp. 625.000 

Angsuran Pokok +                      = Rp. 625.000 + Rp. 375.000 

Margin Perbulan                         = Rp. 1.000.000 

Dari hasil Penjadwalan Kembali (Reschedulling) disepakati angsuran 

baru perbulan Ibu Lina sebesar Rp. 1.000.000 selama 4 Tahun (48 bulan). 

 

Kasus 3 : Persyaratan Kembali (reconditioning) 

Persyaratan Kembali (reconditioning) yaitu mengubah seluruh 

persyaratan pembiayaan, antara lain : Perubahan margin, Penambahan 

jaminan,  serta Jangka Waktu diperpanjang. 

1. Pihak BMT memberikan Surat Teguran I  kepada nasabah 

2. Jika Surat Teguran I belum ada hasil, kemudian BMT 

memberikan Surat Teguran II kepada nasabah 



3. Kemudian nasabah mendatangi BMT dan pihak BMT akan 

mensurvey usaha nasabah 

4. Setelah itu, pihak BMT akan menggolongkan nasabah masuk 

ke golongan Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas 3) 

5. Pihak BMT akan membuat keputusan ke nasabah 

(Pendampingan atau Penagihan) 

6. Jika BMT memilih pendampingan, maka BMT akan 

menggunakan metode Persyaratan Kembali. 

Dari kasus 1, Ibu Lina lancar melakukan pembayaran selama 12 bulan. 

Bulan berikutnya mengalami keterlambatan sampai pihak BMT 

memberikan Surat Teguran II dan melakukan Persyaratan Kembali kepada 

nasabah. 

Nasabah                                             = Ibu Lina 

Akad Pembiayaan                              = Murabahah 

Harga Pokok Penjualan  Awal          = Rp. 45.000.000 

HPP yang sudah dibayarkan             = Rp. 1.250.000 x 12 

                                                            = Rp. 15.000.000 

Sisa Angsuran Pokok                         = Rp. 45.000.000–Rp. 15.000.000 

                                                           = Rp. 30.000.000 

Jaminan Awal BPKB Mobil 

Jaminan setelah melakukan Persyaratan Kembali BPKB Mobil dan 

BPKB Motor 

Jangka Waktu Kesepakatan Awal 3 Tahun (36 bulan) 



Jangka Waktu Kesepakatan Setelah Persyaratan Kembali 4 Tahun (48 

bulan) 

Kesepakatan Margin                        10% (setelah Persyaratan Kembali) 

                                                        = Rp. 30.000.000 x 10% 

                                                        = Rp. 3.000.000 

Kesepakatan Margin 4 Tahun      = Rp. 3.000.000 x 4 

                                                        = Rp. 12.000.000 

Margin Perbulan                             = Rp. 12.000.000 : 48 

                                                        = Rp. 250.000 

Angsuran Pokok Perbulan             = Rp. 30.000.000 : 48 

                                                        = Rp. 625.000 

Angsuran Pokok +                          = Rp. 625.000 + Rp. 250.000 

Margin Perbulan                             = Rp. 875.000 

Jadi setelah menggunakan metode Persyaratan Kembali 

(reconditioning) yang semula Jangka Waktu Pembayaran 36 bulan 

diperpanjang menjadi 48 bulan, Margin dirubah yang semula 15% menjadi 

10% dan adanya penambahan jaminan yaitu BPKB Motor. Sehingga, Ibu 

Lina membayar angsuran pokok dan margin  sebesar Rp. 875.000/bulan 

selama 4 tahun. 

 

 

 

 



Kasus 4 : Eksekusi Jaminan 

1. BMT sudah memberikan Surat Peringatan sampai III. 

2. Jika Surat Peringatan III belum ada hasil (tidak lunas atau tidak 

ada jalan keluar lagi). 

3. Pihak BMT akan memberikan Surat Eksekusi Jaminan kepada 

Nasabah. 

4. Sebelum memberikan Surat Eksekusi Jaminan, BMT terlebih 

dahulu menganalisa dokumen nasabah. 

5. Dokumen tersebut memastikan jika nasabah masuk di kategori 

Kolektibilitas 3 dan Kolektibilitas 4.   

Prosedur eksekusi jaminan dilakukan berdasarkan kesepakatan 

bersama, hasil penjualan jaminan tersebut kemudian diambil seperlunya 

oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta untuk melunasi 

pembiayaan yang tertunda dan mengembalikan sisa hasil penjualan barang 

jaminan tersebut kepada nasabah.  Tetapi jika hasil penjualan jaminan 

ternyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajibannya, maka 

nasabah berkewajiban menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan 

jaminan baru yang nilainya mencukupi atau melunasi secara tunai. 

Prosedur tersebut sudah ada di formulir akad pembiayaan Murabahah 

yang dibuat oleh Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta pada tahun 2006 dan 

masih digunakan sampai sekarang. 

Eksekusi Jaminan tertuang di Fatwa Dewan Syariah no. 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda 



Pembayaran. Melakukan prosedur Eksekusi Jaminan melalui beberapa 

tahap yaitu : 

1. Pihak BMT memberikan surat pernyataan persetujuan penjualan  

jaminan. Apabila dilakukan pihak luar harus wajib menyertakan surat 

kuasa dari BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

2. Surat pernyataan disetujui maka pihak BMT berhak melakukan 

penyitaan jaminan. 

3. Selanjutnya dilakukan penjualan barang jaminan, penjualan jaminan 

dengan sistem perorangan untuk memperoleh harga jual tertinggi. 


